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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperiukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama
antara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2026.
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Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada
pedoman penyusunan APBD. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai
pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD
untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Kebijakan dimaksud memberikan suatu
kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan dalam melaksanakan urusan-urusan
pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum
APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun. KUA tahun anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah
tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan
APBD tahun anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara
arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun
memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah beserta aturan lanjutannya yang memuat pemutakhirannya dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) APBD Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten,

prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas Nasional, sehingga diharapkan
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perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Provinsi
maupun Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun kebijakan umum APBD Tahun
2026 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana Tahun 2025-2029 untuk periode tahun kedua.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2026 dan ditetapkan
dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan DPRD
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen
perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2026 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2026.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026 yang akuntabel guna
dijadikan dasar perencanaan pembangunan,;

2.  Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan
digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
Anggaran 2026;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD TA. 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan
rancangan APBD TA. 2026;

4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa

peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2005-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengaah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026.
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

21 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah.
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan

ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi dan Nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat
dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2025-2029, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional,
nasional serta internasional. Sebagaimana RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2025 — 2029, strategi ekonomi daerah diarahkan pada :

Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya perikanan.
Meningkatkan nilai tambah perdagangan.
Meningkatkan daya saing industri.

Mengembangkan sektor unggulan potensial.

1.

2

3

4

5. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif.

6. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.

7. Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian.
8. Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
9

Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar Harga Konstan (ADHK) selama
4 tahun terakhir mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020
sebesar 3.303,34 milyar,meningkat menjadi 3.872,62 milyar pada Tahun 2024. Rata-rata
kenaikan selama 4 tahun terakhir sebesar 142,32 Juta untuk lebih jelasnya dapat dicermati
pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Hulu Sungai Utara (milyar) Tahun 2020-2024
PDRB (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha

2021 2022 2023 2024

A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 547,26 555,71 555,53 686,81 605,40
B | Pertambangan dan Penggalian 7,33 7,55 7,88 7,97 8,03
C | Industri Pengolahan 316,24 324,67 334,47 336,88 343,27
D | Pengadaan Listrik dan Gas 3,46 3,62 3,89 4,23 4,56
E | Pengadaan Air 29,43 30,90 32,82 34,50 36,25
F | Konstruksi 342,72 353,65 381,55 398,81 407,16
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Lapangan Usaha

PDRB (Miliar Rupiah)

2021

2022

2023

2024

Perdagangan Besar dan Eceran. dan 46420 | 48554 520233 | 552,09 578,90
Reparasi

H | Transportasi dan pergudangan 245,45 250,68 265,33 277,12 290,30

| &?:g;d'aa” Akomodasi dan Makan 91,09 94,14 100,94 | 10806 | 117,09

J Informasi dan Komunikasi 156,77 169,12 179,33 189,24 197,51

K Jasa Keuangan 102,18 103,09 101,34 111,45 118,44

L Real Estate 125,37 130,16 138,53 146,30 153,01

M,N | Jasa Perusahaan 12,20 12,69 13,55 14,46 15,15
Administrasi Pemerintahan,

O Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 385,57 394,81 392,12 401,26 427,22

P Jasa Pendidikan 325,96 335,04 350,03 360,79 382,15

Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 77,77 86,27 92,27 97,11 101,15

F_IQ_lSJ Jasa lainnya 70,33 71,87 76,61 81,35 87,03

PDRB ADHK 3.303,34 3.409,50 3.548,52 3.708,42 3.872,62

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi makro daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebagaimana data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, dapat
dilihat dari beberapa variabel berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Utara 3 Tahun terakhir dari Tahun 2021 s.d
Tahun 2023 mengalami trend pertumbuhan yang positif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 3,21 persen, kemudian pada Tahun 2023 naik sebesar
4,51 persen. Tahun 2023 pertumbuhan yang significant terlihat pada sektor primer /
pertanian secara luas kemudian sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Disusul kenaikan yang

significant pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah

ini :
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK HSU Tahun 2019-2023
Lapangan Usaha Tahun
pang 2020 2021 2022 2023 2024
Pertanian, Kehutanan, dan
A Perikanan -0,15 1,55 -0,03 5,63 3,17
Pertambangan dan
B Penggalian -1,35 3,00 4,36 1,09 0,83
C | Industri Pengolahan -2,89 2,67 3,02 0,72 1,90
D | Pengadaan Listrik dan Gas 4,98 4,62 7,49 8,74 7,78
E | Pengadaan Air 8,07 5,00 6,21 5,12 5,06
F | Konstruksi -2,79 3,19 7,89 4,52 2,09
G| Perdagangan Besar dan 475 4,60 7,58 5,70 4,86
Eceran. dan Reparasi
H | Transportasi dan 423 | 213 5,84 444 | 476
pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
I Makan Minum -0,16 3,35 7,22 7,05 8,36
J | Informasi dan Komunikasi 8,11 7,87 6,04 5,52 4,37
K | Jasa Keuangan 0,83 0,89 -1,69 9,97 6,27
L | Real Estate 3,13 3,82 6,43 5,61 4,59
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I\KII’ Jasa Perusahaan -2,00 3,99 6,79 6,68 4,78
Administrasi Pemerintahan,
O | Pertahanan dan Jaminan 0,92 2,40 -0,68 2,33 6,47
Sosial Wajib
P | Jasa Pendidikan 1,91 2,79 4,47 3,07 5,92
Jasa Kesehaian dan 6,42 10,93 6.96 5,25 415
Kegiatan Sosial
R,
S, T | Jasa lainnya -0,56 2,18 6,60 6,19 6,98
,U
PDRB -0,66 3,21 4,08 4,51 4,43

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2023, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
didominasi oleh lima kategori lapangan usaha utama, yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Konstruksi;
serta sektor Jasa Pendidikan. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap
pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) HSU pada tahun 2023, dengan
kontribusi sebesar 16,33 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyusul
dengan kontribusi sebesar 16,07 persen. Kemudian, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 11,43 persen. Sektor
Konstruksi menyumbang sebesar 10,75 persen, sedangkan sektor Jasa Pendidikan
memberikan kontribusi sebesar 9,22 persen.

Pada tahun 2024, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tetap
menunjukkan dominasi oleh lima kategori lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi
terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku. Kelima sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,menjadi sektor
dengan kontribusi tertinggi sebesar 29,73 persen.Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer
masih menjadi pilar utama perekonomian daerah, terutama dalam menopang aktivitas
masyarakat pedesaan. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor,berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 21,21 persen.Peningkatan ini
mencerminkan tingginya aktivitas konsumsi dan distribusi barang selama tahun berjalan.
Industri Pengolahan, memberikan kontribusi sebesar 13,24 persen,
yang menunjukkan peran sektor manufaktur lokal mulai mengalami penguatan sebagai
penopang ekonomi daerah. Konstruksi, menyumbang Sebesar 5,45 persen, menandakan
aktivitas pembangunan infrastruktur tetap berlangsung meskipun mengalami penurunan porsi
secara relatif dibanding tahun sebelumnya. Transportasi dan Pergudangan,mencatat
kontribusi sebesar 5,85%,mencerminkan meningkatnya mobilitas barang dan jasa serta
distribusi logistik antar wilayah di dalam kabupaten.
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Kelima sektor ini secara kumulatif menyumbang lebih dari 75 persen dari total nilai
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa
perekonomian HSU masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan,
dengan mulai munculnya peran sektor industri dan jasa logistik sebagai motor pertumbuhan

ekonomi baru.

Tabel 2.3 Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 16,87 16,45 15,99 16,07 29,73
B Pertambangan dan Penggalian 0,21 0,21 0,21 0,2 1,23
C. Industri Pengolahan 9,41 9,48 9,22 8,32 13,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,12 0,12 0,12 0,12 0,6
E Pengadaan Air, Limbah, Sampah 0.83 0.83 0.83 0.83 0.48
dan Daur Ulang
F Konstruksi 10,04 10,17 10,84 10,75 5,45
G Perdagangan, Reparasi Mobil 1461 | 14,93 | 1557 | 1633| 21,21
dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 7,23 7,08 7,3 7,69 5,85
l. Akomodasi dan Makan Minum 2,65 2,66 2,72 2,74 1,46
J. Informasi dan Komunikasi 4,03 4,14 4,18 4,16 2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 3,21 3,09 3,21 3,98
L. Real Estat 3,5 3,51 3,53 3,5 3,96
M,N. Jasa Perusahaan 0,4 0,4 0,42 0,42 1,99
Administrasi Pemerintahan,
0. Pertahanan, Jaminan Sosial 12,57 12,34 11,57 11,43 3,58
Wajib
P. Jasa Pendidikan 9,7 9,63 9,48 9,22 0,64
Q. Jas'a Kesehatan dan Kegiatan 24 2,61 265 265 >
Sosial
R,S,T,U. | Jasa Lainnya 2,21 2,22 2,29 2,36 2,18
Jumlah Total 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

C. Pendapatan PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari
nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil pembagian antara nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya besar atau
kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan

nilai PDRB per satu orang penduduk.
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Tabel 2.4 PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2023

Uraian

2019

2021

2022

Nilai PDRB (Milliar Rp)
ADHB 4.573,84 4.968,80 5.253,44 5.670,77 6.111,83
ADHK 2010 3.151,54 3.303,33 3.409,50 3.548,52 3.708,42
PDRB perkapita (Ribu Rp)
ADHB 21.111,90 | 21.954,50 | 22.930,71 | 24.459,09 | 26.061,67
ADHK 2010 14.210,21 | 14.595,67 | 14.882,10 | 15.305,46 | 15.813,23
Pertumbuhan 4 47 5,78 1,96 2,84 3,32
PDRB
perkapita
ADHK 2010

4 | Jumlah 234.004 226.323 229.101 231.847 234.514
penduduk (ribu
orang)

5 | Pertumbuhan -0,26 -3,28 1,22 1,19 1,15
Jumlah
Penduduk
(persen)

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Nilai Pendapatan Perkapita dari tahun
ke tahun selalu tumbuh positif, Jika pada tahun 2021 PDRB ADHB perkapita baru mencapai
angka Rp.22,930.71,- berkembang menjadi Rp.26,061,67,- pada tahun 2023. Demikian juga
untuk PDRB ADHK perkapita dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang
positif, jika pada tahun 2021 PDRB ADHK perkapita baru mencapai Rp.14,882.10,- berkembang
menjadi Rp.15,813.23 (ribu Rp) pada tahun 2023. PDRB Perkapita ini juga nantinya akan
berpengaruh terhadap daya beli penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten

Hulu Sungai Utara.

D. Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya berkisar
antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna,
dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2020 hingga
tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,319, kemudian
mengalami penurunan serta peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 0,271. Angka terendah di
tahun 2023, sedangkan angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 0,378. Hal tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut ini:
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Gambar 2.1 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024

2023
0,271
0,313
0,388

2024
Kabupaten HSU

Provinsi Kalsel 0,298

Nasional 0,381

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai
Utara selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai indeks
gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selalu lebih rendah. Hanya pada tahun tahun 2021
nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks gini
Provinsi Kalimantan Selatan.

Tantangan dan peluang ekonomi tahun 2025-2026 diperkirakan akan didominasi oleh
ketidakpastian global dan upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Beberapa tantangan utama meliputi perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik,
dan fragmentasi perdagangan. Peluangnya termasuk potensi

pertumbuhan investasi,

transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi, dan peningkatan konsumsi domestik.

Tabel 2.5 Tantangan dan Pel

uang Perekonomian Daerah

No

Tantangan

Peluang

Perlambatan Ekonomi Global :

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun
2026 diperkirakan akan melambat, yang
dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan
investasi Indonesia.

Ketidakpastian Geopolitik :
Ketegangan geopolitik dan perang dagang
yang intensif dapat menciptakan
ketidakstabilan ekonomi global dan
mengganggu rantai pasokan.

Fragmentasi Perdagangan :

Kecenderungan negara-negara untuk lebih
proteksionis dan fokus pada kepentingan
nasional dapat menghambat perdagangan
bebas dan kerjasama ekonomi internasional.

Kinerja Ekspor :

Perlambatan ekonomi global dapat
berdampak pada penurunan kinerja ekspor
Indonesia, terutama ke negara-negara mitra
dagang tradisional.

Pertumbuhan Investasi:

Pemerintah berupaya mendorong investasi,
baik dari dalam maupun luar negeri, melalui
berbagai kebijakan dan insentif.

Transformasi Ekonomi:

Mendorong transformasi ekonomi berbasis
nilai tambah tinggi, seperti hilirisasi industri
dan pengembangan ekonomi digital, dapat
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
lebih berkualitas.

Peningkatan Konsumsi Domestik:
Dengan menjaga daya beli masyarakat dan
menciptakan lapangan kerja, konsumsi
domestik dapat menjadi  pendorong
pertumbuhan ekonomi.

Perluasan Ekspor:

Diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan
ekspor ke negara-negara non-tradisional
dapat mengurangi ketergantungan pada
pasar ekspor yang terbatas.
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Tingkat Produktivitas :

Produktivitas tenaga kerja dan modal
Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Kualitas Investasi :

Meskipun pemerintah berupaya menarik
investasi, tantangan seperti iklim investasi
yang belum kondusif dan ketidakpastian

Digitalisasi Ekonomi:

Pengembangan ekonomi digital, termasuk
UMKM dan sistem pembayaran, dapat
mendorong inklusi ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Penguatan Rantai Pasok Domestik:

Pemerintah berupaya memperkuat rantai
pasok domestik melalui kolaborasi dengan
sektor swasta dan peningkatan investasi di

regulasi dapat menghambat realisasi | sektor-sektor strategis.
investasi yang diharapkan.
7. Daya beli Masyarakat :
Tekanan pada daya beli masyarakat,
terutama kelompok menengah, dapat
menghambat pertumbuhan konsumsi
domestik yang merupakan salah satu

pendorong utama ekonomi.

Kenaikan PDRB dalam lima tahun terakhir menggambarkan perkembangan ekonomi
daerah yang stabil, meskipun dalam periode tersebut terdapat tantangan eksternal, seperti
pemulihan pasca pandemi dan fluktuasi harga komoditas global. Pemerintah daerah terus
mendorong penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, industri

pengolahan, dan jasa keuangan yang turut berkontribusi signifikan terhadap struktur PDRB.

Prospek perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2025-2026 yang
akan datang diharapkan dapat berkembang positif dikarenakan adanya peningkatan
pembangunan di sektor-sektor prioritas dan unggulan daerah serta pembangunan
Infrastruktur di bidang Jasa Kesehatan dapat meningkat dan juga Infrastruktur Dasar lainnya

seperti Jalan, Jembatan, Jalan Usaha Tani dan lainnya.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 disusun dalam
rangka mewujudkan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun kedua dan tidak terlepas dari
kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta
aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah
terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat
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maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dialokasikan secara efektif dan
efisien.
Dalam RKPD Tahun 2026, Kabupaten Hulu Sungai

‘Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ekonomi Berbasis

Utara mengusung tema

Pertanian”. Tema RKPD tahun 2026 menjadi tahap awal dari rangkaian pembangunan jangka
menengah periode Tahun 2025-2029, menuju perwujudan visi dan misi. Penentuan tema
pembangunan tahunan tidak terlepas dari tema Tahap | RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2045. Hal ini ditunjukkan pada gambar di bawah

Gambar 2.2 Tema RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 dalam Penahapan
Pembangunan Jangka Menengah

TEMARPIPD. TAHAP T (2025-2029):
PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI

A 4
| 2028 |

PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMANTAPAN PERCEPATAN PEMANTAPAN
KUALITAS SUMBER DAYA PELAYANAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
SUMBER DAYA UNGGULAN YANG PUBLIK UNTUK AGROMINAPOLIT INKLUSIF DAN
MANUSIA DAN MENDORONG PERCEPATAN AN PENOPANG BERKELANJUTAN
LINGKUNGAN PEREKONOMIAN INVESTASI DAN SISTEM LOGISTIK BERBASIS
HIDUP SERTA MASYARAKAT KEWIRAUSAHAA DI KALIMANTAN AGROMINAPOLIT
PENGUATAN DAN DAERAH N DENGAN SELATAN AN

EKONOMI
BERBASIS
PERTANIAN

SUMBER DAYA
MANUSIA YANG
UNGGUL DAN
KREATIF

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan untuk
memenuhi prioritas pembangunan. Program Prioritas adalah program strategis yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program
prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi
sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Arah kebijakan keuangan daerah juga diupayakan untuk mendukung transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga perlu dialokasikan anggaran yang
memadai guna mendukung hal-hal berikut :

1. Penguatan optimalisasi PAD dengan pemanfaatan tekhnologi informasi-Digitalisasi

2. Penguatan Pembiayaan

3. Penguatan Kualitas Belanja Daerah melalui perbaikkan belanja produktif baik kualitas
maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi daerah maupun kualitas

pelayanan publik di daerah.
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan

kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

a
b
C.
d
e
f

Total Pendapatan Daerah Tahun 2026 targetkan sebesar Rp.1.348.498.440.425,65,-
Total Belanja Daerah Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 1.730.022.228.891,-
Defisit anggaran ditargetkan akan terjadi sebesar (Rp. 381.523.788.465,35,-);
Penerimaan Pembiayaan ditargetkankan sebesar Rp. 381.523.788.465,35,-
Pengeluaran Pembiayaan ditargetkankan sebesar Rp. -

Sehingga Pembiayaan Netto ditargetkan sebesar Rp. 381.523.788.465,35,-.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1.

Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;

Anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan diarahkan untuk penguatan
penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan
kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta
peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;

Anggaran kesehatan diarahkan untuk penguatan program promotif dan preventif,
perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal
health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem
kesehatan terintegrasi;

Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program
yang mendukung tema RKPD 2026 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
dan Penguatan Ekonomi Berbasis Pertaniant” dan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 sebagaimana diatas.
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BAB Il
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan
perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap
perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan
karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam
rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil
diharapkan tetap terjaga pada tahun 2026 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan
moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan

kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

31 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

RKP 2026 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN
2005-2026 dengan RPJPN 2026-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2026-
2045 dan RPJMN Teknokratik 2026-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 (lima)
Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi
yang kuat. Tahapan pembangunan 2026-2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-
dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan
berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-
cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi
transformasi.

RKP 2026 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi
untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2026
disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah
pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2026
digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam
RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk
berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2026 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan

kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026



2.

Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas,
pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi
pengelolaan sampah; serta

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan
kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang

ramah lingkungan.

Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2026 ditempuh melalui 2 strategi

Utama,yaitu :

1)

2)

Strategi Jangka Menengah

Dilakukan dengan melalui Penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi
ekonomi hijau, penguatan iklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung
transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan
kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, penguatan kemandirian melalui
ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan Hak Asasi
Manusia (HAM)

Strategi Jangka Pendek

Menjaga keberlanjutan program prioritas. Saat ini sekaligus penguatan berbagai
program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan

well-being, serta konvergensi antardaerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan

menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2026 sebagai bahan acuan untuk

penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

INDIKATOR ASUMSI DASAR EKONOMI

NO MAKRO Kisaran

1 Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY) 5,2-58

2. | Inflasi (%, YoY) 1,5-3,5

3. | Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) 16.500 — 16.900
4. | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 6,6-7,2

5. | Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/Barel) 60 - 80

6. | Lifting Minyak (ribu barel per hari) 600 - 605

7. | Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 953 —1.017
NO TARGET PEMBANGUNAN Kisaran
1. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,4 — 4,96
2. | Tingkat Kemiskinan (%) 6,5-7,5
3. | Gini Rasio (indeks) 0,377 - 0,380
4. | Indeks Modal Manusia 0,57
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3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Pendapatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Hulu Sungai
Utara tahun maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2026 adalah
sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,61 %;
Tingkat Kemiskinan sebesar 5,19 %

Indeks Gini/ Gini Rasio sebesar 0,255

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,58 %
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,48

-~ 0 o o0 T p

Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 70,40
PDRB per kapita ADHB (Juta Rp) sebesar 37,83

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebesar 3,65

- @

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,47

Sejalan dengan asumsi dasar diatas, APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2026 diharapkan mampu menjabarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah
ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani
permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, berikut perbandingan target
asumsi dasar antara Kab.Hulu Sungai Utara dengan target asumsi dasar Provinsi Kalimantan
Selatan TA 2026.

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Perkembangan Perekonomian Makro Pemerintah Kab. HSU dengan

Pemerintah Provinsi Kalsel Tahun 2026.

TARGET TAHUN 2026
NO INDIKATOR SATUAN KAB.HSU PROV.KAL-SEL
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 4,61 56-6,4
2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indek 3,58 3,56 —-4,14
3 Indek Gini/Gini Rasio indek 0,255 0,285 — 0,296
4 Tingkat Kemiskinan persen 5,19 3,73-3,29
Sumber : RKPD Tahun 2026

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026



BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk

Tahun Anggaran 2026

Kebijakan pendapatan Tahun 2026 didasarkan pada target pendapatan yang
terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 serta rencana
pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan
penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah
diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut
dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan
ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi
daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan
untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan
PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar
hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti
bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang
digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah/desa dalam rangka bagi hasil, yang dirumuskan sebagai
berikut:

41.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
2. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah meliputi :
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :

Pajak Reklame

Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Mineral bukan logam dan Batuan (MBLB)

-~ ® o 0o T

g. Pajak Sarang Burung Walet
h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data
potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan
asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2026 yang dapat mempengaruhi target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah
daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis
teknologi.

5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan
sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang
bersangkutan;

6. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pungutan yang dilakukan Pemerintah daerah di utamakan agar tidak :

a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

b. Menghambat mobilitas penduduk;

c. Menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
d

Menghambat kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis
nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan
dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, meliputi:

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden,
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bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan
investasi pemerintah daerah.

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai
akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
dan/atau

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi

pemerintah daerah;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajakdaerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta

dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. Hasil kerja sama daerah;

d. Jasa giro;

e. Hasil pengelolaan dana bergulir;

f. Pendapatan bunga;

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. Penerimaan lainnya sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan
lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

j- Pendapatan denda pajak daerah;

k. Pendapatan denda retribusi daerah;

I.  Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

m. Pendapatan dari pengembalian;

n. Pendapatan dari BLUD

0. Sumbangan pihak ketiga; dan

p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat
mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa,
Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama
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Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai

peraturan perundang-undangan mengenai barang milikdaerah.

41.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer

dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan

Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi
dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 sementara dianggarkan
paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya, dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya
dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada
realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau
terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah
Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1.  Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-
SDA) terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-
Royalty;

b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH);

c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sementara dianggarkan paling tinggi sesuai
dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya
dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir
didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun

terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun
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3)

4)

Anggaran 2022.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran2026

mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-
SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026
melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang
APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 seperti

pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan
Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2026 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2026.

Dana Alokasi Umum (DAU)

1.  DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU sementara dianggarkan
paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya. Dalam hal
Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU
Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari DAU yang bersifat umum (block grant)
dan DAU yang ditentukan penggunaannya (spesific grant).

2.  Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi
DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2026.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah
daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh
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Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan

dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
(a) DAK Fisik; dan
(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud akan dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus
akan di alokasikan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber
dariTransfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Pendapatan Bagi Hasil
1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan
angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersumber dari
Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada
penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah
provinsi Tahun Anggaran 2026. Dalam hal penetapan APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBD
provinsi Tahun Anggaran 2026, penganggarannya didasarkan pada
penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara yang
belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target
Tahun Anggaran 2026, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
2) Pendapatan Bantuan Keuangan
1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari
pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
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Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun
bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun
Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuanganbersifat
khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran
2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan
keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan
Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan
dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerahyang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain

Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk
sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan
perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri
merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen

pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 diproyeksikan sebesar
Rp.1.348.498.440.425,65,- turun sebesar (Rp. 99.681.144.227,35,-) atau sebesar -6,88%
jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD murni Tahun 2025 sebesar
Rp.1.448.179.584.653,-. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2026 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

. APBD Murni Penurunan/
. agu urni
Kode. Uraian Target 2026 (Rp.
! 2025 (Rp.) 9 (Rp.) Penambahan (Rp.)
4.00 PENDAPATAN DAERAH
401 | pendapatan Asl 184.427.191.653,00 | 151.851.480.425,65 | (32.575.711.227,35)
4.01.01 | Pajak daerah 42.391.152.822,00 46.295.071.277,00 3.903.918.455,00
4.01.02 | Retribusi daerah 7.513.211.682,00 14.545.400.000,00 7.032.188.318,00
Hasil pengelolaan
4.01.03 | keuangan daerah yang 12.000.000.000,00 12.240.000.000,00 240.000.000,00
dipisahkan
4.01.04 | Lain-lain PAD yang sah 122.522.827.149,00 78.771.009.148,65 | (43.751.818.000,35)
Pendapatan Transfer
4.02 1.263.752.393.000,00 1.171.646.960.000,00 | (92.105.433.000,00)
Transfer Pemerintah
4.02.01 | 5 cat 1.152.517.393.000,00 | 1-060-411.960.000,00 | (92.105.433.000,00)
4.02.02 | Transfer Antar Daerah 111.235.000.000,00 | 111.235.000.000,00 -
Lain-Lain Pendapatan
4.03 Daerah yang Sah - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan
4.03.03 | Sesuaidengan - | 25.000.000.000,00 |  25.000.000.000,00
Ketentuan Perundang-
undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.448.179.584.653,00 | 1.348.498.440.425,65 | (99.681.144.227,35)

Sumber SIPD RI Tahun 2025

Ada penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran
2025. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 ditargetkan Rp. 151.851.480.426,- atau
turun sebesar (Rp. 32.575.711.227,35,-) atau -17,66 % dari anggaran Tahun 2025. Pos-
pos Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang sah
diproyeksikan naik dari anggaran tahun 2025, sedangalam lain-lain PAD yang sah
diproyeksikan turun.

Sedangkan untuk pendapatan transfer tahun 2026 turun sebesar
Rp.92.105.433.000,-,) atau sebesar -7,29 % jika dibandingkan dengan target pendapatan
APBD Tahun 2025. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus tidak ditargetkan
sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal

dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan
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Presiden terkait Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran
2026. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat
memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme
pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Transfer
antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi ditargetkankan tetap sama dengan
Pendapatan pada APBD 2025 sebesar Rp.111.235.000.000,- sedangkan lain-lain

Pendapatan sesuai Ketentuan Perundangan-undangan di targetkan nihil.
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah
harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai
dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum
yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,
yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan
nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah
Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan
untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur
kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja
Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat
untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan
ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi
pendidikan, kesehatan.

Penyusunan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan
menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi “HSU Bangkit” dan
21 Program Unggulan serta program Asta Cita.

a) \Visi

Pokok-pokok visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. Berkeadilan berarti adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan
masyarakat di HSU. Ini mencakup distribusi sumber daya yang adil, akses yang merata
terhadap layanan publik, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga tanpa distriminasi.

b. Unggul berarti memiliki kualitas dan prestasi yang menonjol dibandingkan dengan daerah

lain. Ini mencakup keberhasilan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan infrastruktur.
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b) Misi

Kreatif berarti memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menemukan solusi baru yang
efektif untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini mencakup kreativitas dalam
pengembangan ekonomi, budaya, teknologi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Pusat Agrominapolitan memiliki makna bahwa HSU akan menjadi pusat agrominapolitan
yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang
efisien dan berkualitas tinggi. Fasilitas pengolahan akan dibangun untuk meningkatkan nilai
tambah produk lokal.

Penopang logistik Kalimatan Selatan memiliki makna bahwa HSU akan berperan penting
dalam mendukung dan memperkuat sistem logistik di Provinsi Kalimantan Selatan dengan
mengoptimalkan distribusi hasil agrominapolitan melalui peningkatan konektivitas

infrastruktur, implementasi manajemen rantai pasok yang efisien.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029, yaitu:

1.

ok~ 0D

Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing.

Mengembangkan Sumberdaya Manusia Unggul, Berakhlak, dan Bebas Narkoba.
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah.
Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana.

Program Unggulan/Program Prioritas

Dalam melaksanakan visi dan misi, bupati dan wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun

2025-2029 memiliki program prioritas dengan tagline “RAWA MAKMUR”. Rincian masing-

masing program prioritas dimaksud, dijelaskan di bawah ini.

HSU JUARA
Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, pemberdayaan
UMKM dan pengembangan pariwisata.
1. Program OVOC (One Village One Company)
Setiap desa di HSU memiliki satu Perusahaan atau usaha yang dikelola oleh
masyarakat desa itu sendiri. Perusahaan ini bisa bergerak di berbagai sektor seperti
pertanian, perikanan, kerajinan atau pariwisata, sesuai dengan potensi dan sumber
daya lokal.
2. Program OPOP (One Pesantren One Product)
Setiap pesantren di HSU memiliki satu produk unggulan yang diproduksi oleh santri
dan dikelola oleh pesantren. Produk ini bisa berupa kerajinan, makanan atau jasa
sesuai dengan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh santri.
3. Program “PROLANDA” (Produk Unggulan Daerah) Naik Kelas
Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk
unggulan daerah sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional
maupun internasional.
4. Program “Festival Budaya HSU”

Menyelenggarakan festival tahunan yang menampilkan berbagai aspek budaya lokal,
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seperti tari-tarian tradisional, musik, kerajinan tangan, kuliner dan permainan rakyat.
Festival ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal kepada

masyarakat luas serta mengembangkan sektor pariwisata.

HSU SAJIWA
Mengembangkan masyarakat yang sajiwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kebersamaan dan menghargai perbedaan dan bebas narkoba.
1. Program “BERSULING” (Berjamaah Subuh Keliling)

Program ini bertujuan untuk memperkuat kebersamaan dan keimanan masyarakat
melalui kegiatan salat subuh berjamaah yang dilakukan secara bergiliran di berbagai
masjid di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Program “HATI” (HSU Peduli Tanpa Narkoba)
Program ini bertujuan untuk menangani dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di
Hulu Sungai Utara (HSU) melalui pendekatan yang berbasis komunitas, partisipasi

masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

HSU MADANI
Mewujudkan masyarakat madani dengan penegakan hukum yang adil, transparan
dan partisipatif, serta mewujudkan aparatur yang berkualitas.
1. Program “FORUM WARGA”
Program ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi,
berbagai pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu
lokal dan pembangunan daerah.
2. Program “GEMA” (Generasi Maju Aparatur”
Program yang menargetkan pengembangan kompetensi aparatur muda melalui merit
sistem, di mana kinerja, potensi dan inovasi menjadi acuan utama untuk promosi dan

penempatan di posisi strategis.

HSU KUAT
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi dan
penggunaan teknologi dalam berbagai sektor.
1. Program “Sekolah Untuk Semua”
Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu hingga sampai sarjana.
2. Program “Dokter Keliling”
Penyediaan dokter dan kendaraan kesehatan keliling untuk melayani daerah yang sulit
dijangkau
3. Program “CERIA” (Cegah Stunting Bersama)
Program ini bertujuan untuk penanganan stunting, mulai dari edukasi, pemantauan gizi
anak, hingga peningkatan akses air bersih dan sanitasi
4, Program “PERAK” (Pemuda Penggerak)
Program ini bertujuan untuk memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan dan
penggerak pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus pada peningkatan

kapasitas, keterampilan dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang.
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Program “Revitalisasi Polder Alabio”

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, mempebaiki
infrastruktur dan mengatasi tantangan lokal seperti perbedaan elevasi tanah dan banijir.
Melalui pendekatan inovatif dan penggunaan teknologi modern, PRPA berupaya
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat setempat.
Program “SITANI” (Sistem Pertanian Terintegrasi”

Mengembangkan sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai jenis tanaman,
peternakan dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Program ini
melibatkan pelatihan dan pendampingan petani, penggunaan teknologi modern dan
dukungan infrastruktur pertanian.

Program “Konservasi Kerbau Rawa”

Mengembangkan program konservasi dan pemuliaan kerbau rawa sebagai bagian dari
strategi peningkatan produktivitas peternakan. Program ini mencakup pelatihan
peternak, peningkatan fasilitas pemeliharaan dan penelitian untuk meningkatkan
kualitas genetik kerbau rawa

Program “Close Loop ltik Alabio”

Sistem pemeliharaan itik yang berkelanjutan dan terintegrasi di mana semua aspek
dari siklus hidup itik, mulai dari pemeliharaan, produksi, hingga pengolahan limbah,
dikelola dalam satu sistem tertutup. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
produksi, mengurangi limbah dan memaksimalkan manfaat ekonomi dan lingkungan.
Program “Konservasi Perikanan Tangkap”

Bertujuan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan kesehatan ekosistem laut melalui

pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

HSU MAJU

Mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di

HSU.

1.

Program “KAYUH JUKUNG” (Konektivitas Wilayah Antar Kampung)
Meningkatkan konektivitas antar kampung di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui
pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat dan air, seperti di wilayah

danau paminggir.

2. Program “Pasar Induk Regional”
Membangun pusat distribusi regional yang berfungsi sebagai hub logistik untuk
mendistribusikan barang-barang ke seluruh Banua Anam, perbatasan Kalsel-Kaltim
dan Kalsel-Kalteng. Pusat ini akan dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan,
pengolahan dan trasportasi yang memadai.

HSU LESTARI

Melestarikan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

dan meningkatkan ketahanan bencana

1.

Program “KAPLINGAN” (Kampung Peduli Lingkungan)

Memberikan penghargaan dan insentif bagi kelompok/desa yang berhasil menjaga dan
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memperindah lingkungan mereka.
2. Program “DESTANA” (Desa Tahan Bencana)
Meningkatkan kapasitas dan ketahanan desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

dalam menghadapi bencana alam.

Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2026 dengan kebijakan Pemerintah, antara lain:

1.  Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan
pencapaian sasaran pembangunan.

2. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar
publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal.
Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik.

3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target
kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas
pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan
antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran
sebelumnya.

4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah
menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan
daerah berdasarkan skala prioritas.

5. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam
konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan
dengan tetap memperhatikan rasa keadilankepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

6. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja
dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
antara lain:

a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga
satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan
kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta
diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD).

b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban

kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat
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fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta
diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.

Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah.

7. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

a.

b.

C.

batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

8. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya

dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan

rincian sebagai berikut:
A. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang

diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota

DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan
tunjangan hari raya;

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai formasi pegawai Tahun 2026;

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima
persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
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h)

Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan,;

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematianbagi
ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani PeraturanPemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negarasebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan
penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan
dimaksuddidasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja,kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan
dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan
pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagipegawai ASN setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar
satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud
memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 danPasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada
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ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah,
meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium
pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan
barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor

53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah
terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai
kode rekening berkenaan. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja
barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja

uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1) Belanja Barang :

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara

lain:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan
nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan.

b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepadamasyarakat/pihak
ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan
subkegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.

c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah
yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD.

d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan  kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/lbangun
atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak
lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan
pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2) Belanja Jasa:
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Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang

didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan

memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja

pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

a. Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan
Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan
dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan; dan

. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain

atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-

jasa lainnya.

b. Penganggaran luran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan

atas jaminan layanan kesehatan:

Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD
sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran,;

Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

1. menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan kelas Ill selain Pekerja Penerima
Upah (PPU) dan PBI;

2. wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN
melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS
kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN;
dan

3. kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah
Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau
12 (dua belas) bulan.

c. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan

jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka

pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang

secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan;

II.  Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam
negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah
terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit
Umum Pusat terdekat.

d. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN digunakan
untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga
non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai
perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. Belanja luran Jaminan Kematian (JKm) bagi Non ASN digunakan untuk
menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang
dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin,
sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset
tetap lainnya.

g. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi
sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau
nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar
harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain
oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

h. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan
layanan (availibility payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala
daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang
sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
a) Belanja Hibah

1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam
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3)

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan
dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh
belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai

siap diserahkan;

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:

i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
ii. partai politik dan/atau;
iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;

v. digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan
perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang
pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja

pembayaran imbalan sukuk daerah.

d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak
diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun
Anggaran.

e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
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5)

4)

Belanja hibah diberikan kepada:
a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah lainnya;
c) Badan Usaha Milik Negara;
d) BUMD;

e) BUMDes;

f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia; dan/atau
g) Partai Politik.

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik, penganggaran
dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari

kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam

daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a)

b)

Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi

vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;

Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali
dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali
hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi

urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

terkait yaitu:
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a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan
pada SKPD;

b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan
dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD vyang

melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah

dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2026
berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon

penerima hibah.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-
undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan

mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2026 mempedomani Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
a) individu;
b) keluarga;

c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
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4)

5)

6)

7)

9)

d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil

sebagai dampak risiko sosial.

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
ditambah  seluruh  belanja yang terkait Ilangsung dengan

pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai

penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan
untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga

yang bersangkutan.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan,
kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait yaitu:

a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dianggarkan pada SKPD;

b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan
sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat
Daerah.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program,
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10)

11)

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD
TA 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis

dari calon penerima bantuan sosial.

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan
peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan
sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan

daerah.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2026 mempedomani
Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

B. BELANJA MODAL

1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap

2)

dan aset lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar
harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan

perundang- undangan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas
minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Bupati, berwujud, biaya
perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

daerah.

a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA
2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait

langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
1) belanja modal tanah;
2) belanja modal peralatan dan mesin;
3) belanja modal bangunan dan gedung;

4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
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5) belanja modal aset tetap lainnya;
6) belanja aset lainnya.

5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan
memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu
produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang

berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati dengan mempedomani
Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan

produk dalam negeri.
9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:

a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

10)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk
menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah

Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

11)Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai
dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

12)Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau
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bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
1)  BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana
non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang

dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b) Keperluan mendesak sesuai dengan Kkarakteristik masing-masing
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD TA 2026.

3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya.

4) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan
dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka
4) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran
anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan
sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

D. BELANJA TRANSFER

1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah

desa. Belanja transfer dianggarkan pada BPKAD selaku SKPKD.
2) Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang

bersumber dari:

1)  Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada
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pemerintahan desa.

i. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan
belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara pada TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada pemerintah desa

dianggarkan secara bruto.

iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud
dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan

pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Belanja Bantuan Keuangan

1)

3)

4)

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan keuangan dapat diberikan berupa:
i. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

il bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya

dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

iii. bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa.

Bantuan keuangan terdiri dari:

i. Bantuan keuangan vyang bersifat umum peruntukan dan
pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau

pemerintah desa penerima bantuan;

i.  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya

diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan Dana
Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
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keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai
Utara TA 2026 sesuai

undangan.

dengan ketentuan peraturan perundang-

5) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima, tidak termasuk DBH-
CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran

Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

7) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU
yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam

kepesertaan JKN.

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,pelaksanaan

dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

51 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak
Terduga
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Target Rencana Belanja Tahun Anggaran
Tahun 2026 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2026 sebagaimana Tabel 5.1
Berikut.

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Tahun 2026

Pagu Murni
Kode Uraian APBD 2025 Target 2026 Penurunan/
(Rp.) Penambahan (Rp.)
(Rp.)

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI | 1.147.821.641.046,00 | 1.175.452.635.872,00 27.630.994.826,00
5.1.01 Belanja Pegawai 682.009.310.658,00 |  681.930.047.833,31 (79.262.824,69)
>102 Jazz lanja Barang dan 431.551.365.866,00 |  460.491.021.033,69 |  28.939.655.167,69
5105 Belanja Hibah 26.049.664.522,00 18.076.467.005,00 |  (7.973.197.517,00)
>1.06 SOBS?;?nJa Bantuan 8.211.300.000,00 14.955.100.000,00 6.743.800.000,00

5.2 BELANJA MODAL 276.816.190.541,00 |  292.187.062.019,00 15.370.871.478,00
5.2.02 Belanja Modal

Peralatan dan Mesin 18.277.026.003,00 28.621.474.714,00 10.344.448.711,00
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Pagu Murni
Kode Uraian APBD 2025 Tar?lgltoz)oze Pen':ﬁ':;‘;,‘::ﬁ%p )
(Rp.) | )
5.2.03 Belanja Modal Gedung | 475 507 03042800 | 172.663.047.425,00 (843.985.003,00)
dan Bangunan
5.2.04 Belanja Modal Jalan, 84.816.632.110,00 90.722.536.880,00 5.905.904.770,00
Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 Belanja Modal Aset 45.500.000,00 180.000.000,00 134.500.000,00
Tetap Lainnya
5206 ] Belanja Modal Aset 170.000.000,00 ; (170.000.000,00)
ainnya
53 BELANJA TIDAK
e 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 ;
53.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -
5.4 BELANJA
TRANSREN 252.382.531.000,00 |  252.382.531.000,00 ;
54.01 Belanja Bagi Hasil 5.273.000.000,00 5.273.000.000,00 -
5.4.02 < Belanja Bantuan 247.109.531.000,00 |  247.109.531.000,00 ;
euangan
ﬁl\élﬁﬁ: BELANJA 1.687.020.362.587,00 | 1.730.022.228.891,00 |  43.001.866.304,00

SUMBER : SIPD RI Tahun Anggaran 2025 dan 2026

Total anggaran Belanja tahun 2026 adalah sebesar Rp.1.730.022.228.891,-, jika
dibandingkan Belanja APBD Murni Tahun 2025
Rp.1.687.020.362.587,- terjadi peningkatan sebesar Rp.43.001.866.304,- atau 2,55 %.

Anggaran belanja operasi terdapat peningkatan pada Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp.28.939.655.167,69 atau naik sebesar 6,71% dibandingkan dengan Belanja

Barang dan Jasa APBD Murni 2025, kemudian pada Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.,-

dengan Anggaran sebesar

atau naik sebesar 82,13% dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial APBD Murni 2025.

Anggaran Belanja Modal terdapat peningkatan pada Belanja Belanja Modal
Peralatan dan Mesin sebesar Rp.10.344.448.711,- atau naik sebesar 56,60%, Belanja
Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 5.905.904.770,- atau naik sebesar 6,96%.,
Belnaja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 134.500.000,- atau naik sebesar 295,60%
dibandingkan dengan APBD Murni 2025.
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah

timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat

defisit. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup

defisit anggaran. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat

diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Target pembiayaan tahun

anggaran 2026 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

: Pagu Murni Penurunan/
Kode Uraian Target 2026 (Rp.
APBD 2025 (Rp.) 9 (RP-) | penambahan (Rp.)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 238.840.777.934,00 381.523.788.465,35 | 142.683.010.531,35
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun 238.840.777.934,00 381.523.788.465,35 142.683.010.531,35
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO 238.840.777.934,00 381.523.788.465,35 142.683.010.531,35

Sumber : SIPD Rl Tahun 2026

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan

Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan

1)

2)

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan
rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024
dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026

yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir

tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target
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kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja

lainnya.

[l.Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang- undangan pada TA sebelumnya,
Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai

penggunaannya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

I. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada
jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan
utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh
kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun

Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

II. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban
Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun

sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
b) Penyertaan Modal Daerah

l. Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Perda mengenai
penyertaan modal daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Il. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah
memperhatikan ketentuan: Penyertaan modal daerah bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan
perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang didasarkan pada
pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan, sebagai fokus pembangunan pemerintah
daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai dasar pembangunan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga harus
disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan
sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna menjaga konsistensi dan
keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan
strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah
ditetapkan meliputi:

A. Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang menambah ekuitas
dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
kembali. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target
pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 sebagai berikut.

1.  Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan
pemungutan;

2. Mengintensifkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan
daerah;

3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi
pajak;

4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang
terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;

5. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-
undangan;

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan
memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

7. Mengoptimalkan penyetoran dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
berbasis teknologi informasi dan bekerjasama dengan Bank Kal-Sel sehingga Waijib

Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR) bisa melakukan pembayaran melalui teller,
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mobile banking, internet banking, agen bank, QRIS dan Virtual account dari bank
lainnya.

8. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan
pendapatan;

9. Mengembangkan pemahaman dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat
sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah
dan retribusi daerah;

10. Mengembangkan pengelolaan aset daerah;

11. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem
administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

12. Meningkatkan kinerja pelayanan, penataan organisasi dan tata kerja, sumber daya
pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan dan

melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1.  Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain,
seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan
keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas
penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan
transfer, sehingga perlu dijaga konsistensi dalam penyampaian laporan tepat waktu,
tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Melakukan upaya penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan dari
dana pemerintah pusat yang bersifat specific grant (sudah ditentukan penggunaannya)
seperti DAK, DAU Khusus, DID dan lainnya ;

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2. Peningkatan rekonsiliasi data yang terkait porsi dan perhitungan pembagian lain-Lain

Pendapatan Daerah yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Strategi Belanja Daerah
Strategi pencapaian belanja daerah dituangkan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil
dari input yang direncanakan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke
dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan
anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan

belanja daerah tahun anggaran 2026, sebagai berikut :
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026




1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2. Anggaran daerah disusun dengan effektif, effesien yang bertumpu pada kepentingan
publik;

3. Anggaran daerah dikelola dengan baik dan mengutamakan biaya rendah (work better
and cost less);

4. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara
rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;

5.  Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis
pengeluaran maupun pendapatan;

6. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap
organisasi yang terkait;

7.  Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya;

8. Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung capaian target kinerja
utama pada tahun 2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien
dalam rangka peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,
layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

9. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja
yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional

kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

C. Strategi Pembiayaan Daerah

Strategi penerimaan pembiayaan daerah diarahkan sebagai penyeimbang terhadap
terjadinya defisit anggaran yang disebabkan lebih besarnya struktur belanja dibanding
struktur pendapatan serta pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat
diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan untuk penyediaan alokasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Daerah

dan penyertaan modal.
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BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024
disusun dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi dasar dalam
menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2026 dan
Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun
anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan. Dengan harapan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat merasakan

manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026



